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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, dimana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang harus di penuhi wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan kepada negara karena sifatnya yang memaksa dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib oleh warna negara yang terutang, baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan terbesar dan sangat penting bagi negara begitu pula di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk mendorong kemajuan pada berbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan dan juga kualitas pendidikan bagi warga negara.
Seperti yang sudah diketahui, Indonesia pernah mengalami pandemi Covid-19 di tahun 2019 yang menimbulkan banyak masalah di berbagai sektor dan berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian negara. Salah satu yang terdampak adalah penerimaan pajak negara yang mengalami penurunan pembayaran pajak karena kasus Covid-19 yang meningkat.
Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia mencapai 41%. Sebanyak 1,47 juta wajib pajak pengusaha yang terdaftar sedangkan yang membayar pajak berjumlah 961.688. Hal ini menyebabkan turunnya penerimaan pajak yang awalan sebesar 92,23% pada tahun 2018 menjadi 84,44% pada tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).  Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Tax Justice News dengan judul The State of Tax justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia merugi sebesar Rp 68,7 triliun selama setahun. Kerugian tersebut disebabkan karena penghindaran pajak oleh wajib pajak badan dimana kerugian yang tercatat yaitu sebesar Rp 67,8 triliun, sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah kerugian sebesar Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2020). 
Dengan siklus ekonomi yang melambat secara signifikan, pemerintah harus segera mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi beban keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut pajak terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pemungutan pajak dengan berbagai strategi seperti ekspansi, insentif pajak, dan pembebasan pajak negara (Utami, 2024). Menurut data APBN 2020 dan APBN 2021 disebutkan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak tahun 2019 pada beberapa sektor usaha, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pada semua sektor usaha (Kementerian Keuangan, 2021). 
 Berikut adalah data statistik pada beberapa sektor usaha yang mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan pajak per sektor pada tahun saat terjadi Covid-19 dan setelah Covid-19 tahun 2023 berdasarkan data pada Kementerian Keuangan.
Tabel 1.1. Statistik Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2019-2020
	No
	Sektor
	Persentase Kenaikan (Penuruan)

	
	
	2019
	2020

	1
	Pertambangan
	(20%)
	(43,72%)

	2
	Manufaktur
	(3,1%)
	(20,21%)

	3
	Perdagangan
	2,2%
	(18,94%)

	4
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	6,9%
	(14,31%)

	5
	Konstruksi dan Real Estate
	0%
	(22,56%)

	6
	Transportasi dan Pergudangan
	16,3%
	(15,41%)


Sumber: Kementerian Keuangan
Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa sektor pertambangan mengalami penurunan paling besar diantara sektor lainnya selama 2 tahun berturut-turut. Meskipun penurunan pajak pada periode tahun 2020 dipicu oleh dampak pandemi Covid-19, namun sektor pertambangan menjadi perusahaan yang mengalami penurunan penerimaan pajak terbesar dibandingkan sektor lainnya. Dimana pada tahun 2019 sektor pertambangan mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 20% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak yang lebih besar yaitu sebesar 43,72%.
Disisi lain bagi perusahaan, pajak menjadi beban yang dapat mengurangi pendapatan, oleh karena itu perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah maka akan berpengaruh pada banyaknya jumlah laba yang dihasilkan. Perbedaan kepentingan akan pajak antara pemerintah dan wajib pajak mendorong perusahaan mengambil tindakan untuk meminimalkan pajak perusahaan menggunakan berbagai macam cara baik itu legal maupun ilegal guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal disebut tax avoidance (penghindaran pajak). 
 	Menurut Yulyani et al., (2022) tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk pengaturan transaksi guna mendapatkan keuntungan seperti pengurangan pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, tax avoidance bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah karna hanya dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak karena wajib pajak hanya mencari celah untuk memperkecil pajak yang mereka bayar. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari perusahaan melakukan tax avoidance.
Skema praktik penghindaran pajak yang dilakukan adalah melalui pendirian perusahaan cangkang, melalui perusahaan cangkang itu mereka akan melakukan investasi ke seluruh dunia. Keuntungan dari investasi tidak dikenakan pajak penghasilan di negara suaka pajak (tax haven) yang merupakan sebuah negara yang menawarkan pajak rendah bahkan tanpa pemungutan pajak. Keuntungan hasil investasi tersebut tentunya juga tidak dilaporkan di negara asal, misalnya Indonesia. Dalam hal ini penghasilan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak melanggar peraturan perpajakan Indonesia karena sejatinya semua uang yang diperoleh wajib pajak harus dilaporkan di Indonesia. Hal itu berlaku untuk penghasilan di dalam maupun di luar negeri dan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada kenyataannya, sebagian besar perusahaan memandang pajak sebagai momok yang ingin mereka hindari karena keberadaan pajak akan mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan laba dan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Hal ini kemudian menjadikan dasar bagi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 
Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang selalu diawasi oleh pemerintah khususnya KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) karena sektor tersebut rawan praktik korupsi dan mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahunnya (DDTC News, 2019). Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang beroperasi pada aktivitas usaha penggalian yang diambil dari permukaan bumi atau berasal dari bawah permukaan bumi serta air. Sektor ini menjadi salah satu penghasil utama devisa negara karena endapan bahan galian yang diambil bernilai ekonomis dan sumber daya energinya digunakan oleh seluruh negara seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara (oil, gas & coal). Oleh karena itu, sektor pertambangan menyumbangkan pajaknya dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai berdasarkan hasil transaksi penjualan perusahaan di dalam negeri atau luar negeri (Nuramalia, 2021). 
Sektor pertambangan di Indonesia juga merupakan salah satu sektor strategis namun pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Menurut Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Asia Today, 2020). Laporan PwC tersebut mengindikasikan bahwa transparansi pajak pertambangan masih sangat rendah yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah pada sektor pertambangan. Lemahnya pengawasan dapat membuka celah-celah bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance.
Terdapat sudut pandang lain mengenai permasalahan rendahnya penerimaan pajak dari sektor batu bara masih lemah atau belum maksimal wewenang dari otoritas pajak dan fiskus dalam pemeriksaan bagi para wajib pajak mengenai kebenaran pembayaran pajaknya sehingga pada saat otoritas pajak mengajukan sengketa pajak di pengadilan selalu kalah oleh wajib pajak. Di dalam film dokumenter Sexy Killers mengungkapkan berbagai kerugian dari industri pertambangan batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu perusahaan besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestic market obligation, dan berbagai isu lainnya. berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik transfer pricing. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri. 
Di Indonesia kasus penghindaran pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Kasus penghindaran pajak yang ramai diperbincangkan salah satunya yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energi pada tahun 2019 yang diduga mengalihkan pendapatan dan laba ke luar negeri yaitu ke anak perusahaannya di Singapura untuk dapat mengurangi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah Indonesia. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan cara menjual batu bara ke anak perusahaannya yaitu Adaro Coaltrade Service International dengan harga murah di Singapura. Kemudian batu bara dijual lagi dengan harga yang tinggi. Menurut Global Witness, ada potensi membayar pajak kurang dari $125 juta atau mungkin lebih besar. Hal tersebut seperti yang dilaporkan dalam penyelidikan yang mengatakan bahwa Adaro mengakui pendapatan dan keuntungannya di seluruh dunia untuk menurunkan kewajiban pajaknya kepada Indonesia. Sebuah organisasi bernama Global Witness mengklaim bahwa tenaga penjualan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, melakukan penjualan batu bara dengan harga premium dari yang sebelumnya batu bara tersebut dibeli menggunakan harga murah. Perusahaan mungkin dapat menghemat pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia lebih dari $125 juta (Dayani, 2022). Contoh lainnya dugaan penghindaran pajak yakni kasus perseroan batu bara PT. Multi Sarana Avindo (MSA), dimana kasus ini terjadi karena dugaan MSA kurang bayar pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki otoritas melayangkan dakwaan pada tahun 2007, 2009 dan 2010. DJP mendakwa MSA dengan nominal senilai 7,7 miliar tetapi gugatan DJP tersebut kalah di pengadilan pajak karena secara materiil tidak terbukti. Tahun 2018 DJP kembali melayangkan dakwaan yang sama terhadap MSA, DJP mencurigai karena adanya sejumlah modifikasi yang signifikan antara besaran produksi dengan total pembayaran pajaknya. Akhirnya DJP dapat mengungkapkan angka-angka yang disajikan oleh MSA pada laporan keuangannya.
Terindikasinya suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan perusahaan salah satunya seperti konservatisme akuntansi. Menurut Watts (2003) konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Berdasarkan definisi tersebut maka praktik konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Hal ini yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan tax avoidance karena tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman et al, 2012).  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ellyanti et al, (2022) dan penelitian Pratiwi et al, (2022) menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Pramudito et al, (2015) dan Jumailah, (2020) yaitu konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah corporate governance. Amin et al, (2020) mengatakan bahwa tata kelola perusahaan (corporate governance) menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Corporate governance merupakan suatu struktur dan proses (regulasi, sistem dan prosedur) yang dapat memastikan bahwa prinsip tarif dialihkan ke dalam budaya, membimbing dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah, namun peningkatan ini tetap memperhatikan keselarasan dari berbagai kepentingan stakeholder dan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Corporate governance berperan penting dalam praktik tax avoidance karena perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih transparan dalam pengelolaan pajaknya dan menghindari praktik agresif yang dapat menimbulkan risiko hukum. Penelitian ini menggunakan 3 indikator corporate governance, yaitu: kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit. Ellyanti et al, (2022) menemukan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Prasasti et al, (2024) menemukan bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penerapan sistem tata kelola perusahaan harus didasarkan pada masalah hak dengan menghindari kerugian pihak tertentu (Pramesti et al, 2022). Corporate governance dibutuhkan untuk meminimalisir adanya konflik antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal). Corporate governance juga dinilai sebagai sistem, struktur, dan metode untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan karena mendorong wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Pada penelitian ini penulis memanfaatkan perusahaan sektor pertambangan. Penulis mendapat referensi dari penelitian terdahulu yaitu Ellyanti, et al (2022) dan Hartoto (2018) dengan pembaharuan penelitian di beberapa aspek seperti indikator dari variabel corparate governance yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai objek penelitian karena dilatarbelakangi adanya penurunan penerimaan pajak untuk APBN di tahun 2020 dan 2021. Selain itu transparansi pengelolaan di sektor pertambangan cukup rendah sehingga menyebabkan penerimaan pajak bagi negara belum cukup optimal, oleh karena itu penelitian ini mengambil rentan waktu dari 2020 sampai dengan 2024 untuk melihat perkembangan penerimaan pajak yang terjadi di sektor pertambangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan tax avoidance sebagai variabel dependen, dan empat variabel independen yaitu konservatisme akuntansi dan 3 indikator dari corporate governance yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.
1.2 Rumusan Masalah
Tax avoidance merupakan suatu plot oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan. Penghindaraan pajak dapat dianggap sebagai masalah yang kompleks dan unik karena di satu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah karena berdampak pada penerimaan negara. 
Salah satu fenomena terkait tax avoidance ini pernah dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2009, dimana DJP menggugat perseroan Bakrie Group yang beroperasi sebagai perseroan pertambangan telah melakukan tax avoidance dengan cara penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli luar negeri tetapi dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited di Kepulauan Cayman, Karibia. Penjualan batu bara tersebut hanya dijual setengah dari harga yang biasanya diberikan kepada pembeli lainnya. 
Selanjutnya, penjualan dilakukan ke pembeli lainnya oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itulah yang diduga menyebabkan kewajiban pajak PT Kaltim Prima Coal lebih rendah berdampak pada kurangnya pendapatan perusahaan dan mencapai selisih kurang bayar pajak mencapai Rp 2,1 triliun (tempo.co). 
Fenomena tersebut dapat diinterpretasikan bahwa PT Kaltim Prima Coal telah memanfaatkan celah perundang-undangan untuk melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) dengan cara transfer pricing, yang mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konservatisme akuntansi yaitu konsep dalam laporan keuangan yang mengakui beban secepat mungkin meskipun belum pasti, namun hanya mengakui pendapatan ketika sudah yakin akan diterima dan corporate governance yang mengatur perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan.
Berdasarkan hal tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui pengaruh positif konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance.
2. Mengetahui pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance.
3. Mengetahui pengaruh negatif komisaris independen terhadap tax avoidance.
4. Mengetahui pengaruh negatif komite audit terhadap tax avoidance.





1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh konservatisme akuntansi dan corporate governance dengan indikatornya yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Manfaat bagi perusahaan sektor pertambangan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi mengenai tingkat konservatisme akuntansi dan corporate governance dengan indikatornya yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap tax avoidance.
2. Manfaat bagi pembaca dan pihak lainnya, dapat menambah referensi bukti empiris kepada pihak terkait terhadap tax avoidance dan menyesuaikan dengan segala kepentingannya.












BAB II
KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), dan menjelaskan hubungan keagenan bahwa: 
“agency relationship as a contract under which one or more person [the principals] angage another person [the agent] to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”. 
Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian (kecil) dari saham beredar perusahaan, bahkan kepemilikan saham perusahaan yang hanya dikelola agen, membuat manajer/agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang termasuk prinsipal adalah para pemegang saham, sedangkan yang termasuk agen adalah CEO. Menurut teori tersebut setiap individu memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri. Begitu pula yang terjadi di beberapa perusahaan pada umumnya. Manajer terdorong untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dari pihak prinsipal sendiri tidak dapat memonitor kinerja manajer setiap saat untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan kemauan para pemegang saham (Kusuma et al, 2003).
Menurut Antony et al (2009) salah satu elemen dari teori keagenan adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Agen memiliki kewajiban untuk menyejahterakan prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Namun agen juga ingin meningkatkan kesejahteraan bagi kepentingan mereka sendiri. Agen memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan prinsipal karena agen yang mengelola perusahaan. Hal ini dapat lebih menguntungkan pihak agen dibandingkan dengan prinsipal. Ketika dua pihak atau lebih melakukan hubungan keagenan maka akan memiliki tiga kemungkinan hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Ghozali dan Chariri (2007) sebagai berikut:
a. Antara pemegang sahan (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif.
b. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo
c. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi.
Teori ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Karena kepentingannya berbeda, dapat memicu munculnya risiko agency problem, seperti manajer bisa saja menghindari pajak (tax avoidance) untuk meningkatkan laba bersih agar mendapatkan insentif atau bonus. Teori ini digunakan untuk memahami hubungan dimana prinsipal (stakeholders) memperkerjakan agen untuk melaksanakan berbagai aktivitas atas nama prinsipal dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hubungan keagenan ini berpotensi menciptakan moral hazard (agency problem) ketika kepentingan agen dan prinsipal tidak sejalan. Stakeholder tidak memiliki waktu untuk menjalankan perusahaan oleh mereka sendiri. Bahkan secara legal, stakeholder tidak memiliki hal untuk menjalankan perusahaannya secara langsung (Godfrey,2010).
Teori yang relevan pada penelitian ini yaitu teori keagenan karna teori ini memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Dimana teori keagenan dalam penelitian ini dikaitkan dengan konservatisme akuntansi dan corporate governance yang meliputi 3 indikator diantaranya, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan dan membatasi peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Corporate governance berperan dalam mengawasi tindakan manajer, sementara konservatisme akuntansi membatasi peluang manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Keduanya bekerja bersama untuk meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan melindungi kepentingan pemegang saham serta kreditor. Dalam konteks penelitian ini, implikasi dari agency theory digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti konservatisme akuntansi dan corporate governance mempengaruhi tax avoidance dalam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.2 Tax Avoidance 
Dibentuknya undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM dalam memungut pajak wajib pajak adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (tax avoidance) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (the letter of law), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan, sedangkan wajib pajak biasa lebih menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak (Manurung, 2020). 
Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Menurut Scholes et al, (2015) menyatakan bahwa tax avoidance sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang sah, termasuk melalui perencanaan pajak strategis dan pemanfaatan celah hukum. Menurut Pohan, (2018) mengartikan penghindaran pajak sebagai upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan legal yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tax avoidance merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan sebagai strategi efisiensi pajak. 
Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasi sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut:
a. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
b. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di nyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
c. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.
Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaraan pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tax avoidance secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, tax avoidance berciri fraus legis yaitu kawasan grey area yang posisinya berada diantara tax compliance dan tax evasion. 
Di Indonesia ada aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak sebagai langkah dari pemerintah untuk mengurangi tax avoidance, langkah ini dimulai dari reformasi pajak jilid III yang digalakkan oleh DJP dengan melakukan  Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), lalu selanjutnya ada UU Nomor 9 Tahun 2017, Penyusunan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), dan skema yang dinamakan Specific Anti-Avoidance Rule atau biasa disingkat SAAR (Dhaniswara, 2023).
Maka jika dilakukan secara agresif, praktik ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi buruk bagi perusahaan. Tax avoidance memiliki dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, tax avoidance dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek, serta dapat meningkatkan risiko audit dan sanksi jika dianggap melanggar regulasi. Bagi pemerinah, tax avoidance berdampak berkurangya penerimaan pajak yang dapat menghambat pembangunan serta meningkatkan pengawasan dan regulasi perpajakan. Sedangkan bagi pemegang saham, tax avoidance berdampak pada peningkatan laba bersih yang dapat meningkatkan dividen dan nilai saham serta risiko reputasi jika strategi tax avoidance dianggap tidak etis atau agresif. Dengan demikian, tax avoidance merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan, tetapi perlu diatur dengan baik agar tidak merugikan negara maupun menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan itu sendiri. 

2.3 Konservatisme Akuntansi
Akuntansi identik dengan informasi. Informasi akuntansi yang digunakan secara luas oleh pihak eksternal perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. Melalui akuntansi keuangan, akuntan berusaha untuk menyederhanakan kegiatan operasional perusahaan yang bersifat finansial ke dalam lembaran-lembaran yang berisi tulisan dan angka yang kemudian didokumentasikan dan dibagikan kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan dokumen tersebut.
Menyajikan informasi yang digunakan publik menuntut suatu pengungkapan yang menyeluruh dan benar baik secara kuantitatif dan kualitatif. Tentu saja mendefinisikan secara operasional dalam praktik akuntansi mengenai luasnya keseluruhan dan tingkatan kebenaran dari seluruh pengungkapan baik kuantitatif dan kualitatif merupakan  perdebatan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Namun demikian, akuntansi sepakat mengenai acuan kualitas yang harus ada di dalam informasi akuntansi sebagaimana terdapat dalam kerangka konseptual akuntansi. 
Akuntansi menerjemahkan pelaporan yang menghasilkan true value ini ke dalam kualitas fundamental dari akuntansi yang harus memenuhi karakteristik yang juga dikaitkan dengan kualitas fundamental lainnya. Berkaitan dengan pengungkapan true value ini maka terdapat penerapan suatu konsep yang disebut konservatisme akuntansi, yang dimana diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan.  
Menurut FASB No.2 (Financial Accounting Statement Board) mengartikan definisi konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Juanda (2007) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (understatement). 
Setiap perusahaan akan menghadapi kejadian-kejadian yang belum pasti (uncertainty) terjadi pada perusahaannya. Perusahaan yang menganut konservatisme akuntansi, dalam menyikapi ketidakpastian akuntansi (penyusun standar) akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada kemunculan (keadaan, harapan, kejadian, atau hasil) yang dianggap kurang menguntungkan (Suwardjono, 2010). 
Konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan. Akrual menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar nilai riil dari transaksi keuangan, baik yang mengalir masuk dan keluar namun juga menyertakan suatu pencatatan mengenai nilai dari transaksi yang menimbulkan kemungkinan dari masuk dan keluarnya uang di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh transaksi dimasa lalu dan di masa sekarang. Dalam kaitan ketidakpastian di masa mendatang inilah kemudian akuntan menerapkan konservatisme yang mengantisipasi ketidakpastian aliran uang masuk dan keluar di masa mendatang karena penggunaan dasar akrual di dalam akuntansi.
Praktik konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu dalam penilaian aset dan hutang, aset dinilai pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi (Savitri, 2018).
Berdasarkan definisi tersebut menggambarkan bahwa konservatisme sebagai pendekatan kehati-hatian dan kewaspadaan karena lingkungan ekonomi dipenuhi oleh ketidakpastian terhadap pelaporan keuangan, yang dimana menjadikan perusahaan harus mendorong bisnis untuk meluangkan waktu saat menghitung dan melaporkan aset, keuntungan, dan liabilitas mereka.
Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan true value secara tepat, namun pada kenyataannya prinsip ini masih diterapkan oleh para akuntan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi. Watts (2003) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan keuntungan dari pelaporan yang konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku opportunistik manajer dan konservatisme merupakan suatu penyeimbang bila terdapat bias manajerial dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris sehingga dengan adanya usaha menyeimbangkan antara tindakan opportunistik manajer dengan kewajiban melakukan verifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan. Di sisi lain, konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak manajer ataupun pihak lain (stakeholders) yang bersifat opportunistik. Transaksi-transaksi yang mengungkapkan pihak diluar perusahaan harus diverifikasi lebih mendalam berdasarkan konsep konservatisme ini sehingga akan mencegah terjadinya hal-hal yang opportunistik, Savitri (2016).




2.4 Corporate Governance
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi menyatakan bahwa corporate governance adalah seperangkat aturan dan praktik yang digunakan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi. 
Tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan suatu sistem, metode, dan struktur yang mengatur hubungan harmonis yang terjalin antara manajer, pemilik, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini digunakan untuk memimpin, mengatur, dan mengendalikan bisnis untuk memastikan kemajuan bisnis yang transparan, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dan menegaskan pentingnya operasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut OECD, penerapan praktik corporate governance meliputi 5 prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, independensi dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Transparansi 
Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Transparansi adalah salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip yang menyoroti pentingnya memiliki informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun tetap berhati-hati tentang perlindungan kerahasiaan. Di samping itu, perusahaan yang terbuka akan memudahkan dewan pemegang saham untuk mengerahkan kebijakan guna untuk pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas
Manajemen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham atas keputusan yang diambil. Akuntabilitas yang dimaksud adalah kejelasan akan fungsi dan struktur di dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan stakeholder. 
c. Responsibilitas
Perusahaan harus mematuhi hukum dan etika dalam operasional bisnisnya serta harus mampu mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari berlakunya peraturan yang berlaku di perusahaan.
d. Independensi
Pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan, dimana perusahaan harus mengelola perusahaan tanpa memihak kepada siapapun, sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi.
e. Keadilan
Perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan adil. Dalam kata lain, adanya perlakuan yang sama dalam pemegang saham dan tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lain.
Kelima prinsip tersebut sangat penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan pada suatu perusahaan.  Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang solid tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap operasional perusahaan, sehingga lebih efisien dan efektif dari sudut pandang pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini indikator corporate governance yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Kepemilikan Manajerial
Menurut Jensen & Meckling (1976), kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang berperan penting dalam menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Secara umum, kepemilikan manajerial di definisikan sebagai jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen, baik direktur, komisaris, maupun pihak eksekutif lainnya yang secara aktif ikut serta dalam proses pengembalian keputusan perusahaan. Dengan demikian, manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola (agent), tetapi juga sebagai pemilik (principal) melalui kepemilikan saham. 
Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung teori ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Morck et al (1988), menemukan bahwa kepemilikan manajerial dalam proporsi tertentu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, apabila kepemilikan tersebut terlalu besar, maka dapat menimbulkan efek negatif karena posisi manajer di perusahaan terlalu kuat sehingga akan sulit dikontrol. Hal ini dikenal juga sebagai entrenchment effect. Selain itu, penelitian Tarjo (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh dalam mengurangi kecenderungan manajer melakukan tax avoidance secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ketika manajer memiliki saham, mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait strategi perpajakan, karena kebijakan agresif bisa menimbulkan risiko jangka panjang bagi perrusahaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan mekanisme penting dalam corporate governance yang berfungsi mengurangi konflik keagenan, meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi praktik manipulasi. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dan kebijakan manajemen sangat bergantung pada tingkat proporsi saham yang dimiliki oleh manajer.

2.4.2 Komisaris Independen
Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa komisaris independen memiliki peran untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip GCG (Good Corporate Governance).
Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham utama, direksi, maupun komisaris lainnya, sehingga dapat bertindak independen dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dalam penelitiannya, Tarjo (2008) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan dengan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Komisaris independen yang lebih kuat dapat mengurangi strategi pajak agresif perusahaan.
Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen perusahaan. Kehadiran komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan keputusan strategis dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham, seperti meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan lebih objektif, melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Tugas utama dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya organisasi dalam perusahaan, selain itu komisaris independen berperan sebagai penengah atau penghubung antara pemegang saham dengan agen untuk mengurangi konflik antar keduanya.

2.4.3 Komite Audit
Komite audit merupakan salah satu elemen yang penting dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu dan krusial dalam pengelolaan perusahaan maupun menjaga efektivitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan juga kegiatan manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014).  
Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris, terutama dalam hal pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), komite audit berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memastikan adanya sistem pengendalian internal yang memadai. 
Menurut penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Meiranto (2017), menemukan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dan independen berpengaruh negatif terhadap praktik tax avoidance, karena komite audit dapat menekan kebijakan pajak yang agresif dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan mengingat tugas dari komite audit adalah pemeriksaan sekaligus pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pada proses penyusunan laporan keuangan. 

2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian dan sebagai bahan acuan dalam penulisan. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Rangkuman penelitian terdahulu dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:








Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu
	No
	Penulis
	Variabel Penelitian
	Objek Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pramudito dan Sari (2015)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran dewan Komisaris
	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
	Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance.

	2
	Ellyanti dan Suwarti (2022)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Sales Growrth
	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
	Konservatisme akuntansi, corporate governance (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), dan sales growth berpengaruh positif pada tax avoidance.

	3
	Restiana (2023)
	Dependen:
Tax Avoidance

Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Konservatisme Akuntansi
	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
	Corporate governance (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) dan leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Konervatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

	4
	Prasasti, et al  (2024)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Institusional, Sales Growth
	Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BEI
	Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) dan Sales Growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

	5
	Nuramalia (2021)
	Dependen: Agresivitas Pajak

Independen: CSR, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas
	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI
	Kepemilikan institusional & profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
Hanya variabel kontrol seperti leverage yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

	6
	Hartoto (2018)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi
	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI
	Financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avodidance. Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
Sedangkan ukuran dewan direksi & kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

	7
	Dayani dan Suryandari (2022)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: CSR, Leverage & Profitabilitas
	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI
	CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. 
Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

	8
	Tarjo (2008)
	Dependen: Kepemilikan Institusional & Aliran kas bebas

Independen: Leverage, Manajemen laba, Nilai pemegang saham & Cost of equity capital
	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
	Kepemilikan institsional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham & cost of equity capital, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap leverage.

Aliran kas bebas berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital & nilai pemegang saham.

	9
	Prasetyo dan Meiranto (2017)
	Dependen: CSR

Independen: ROA, ROE & EPS
	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
	CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA & ROE.

CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan EPS.

	10
	Erawadi dan Soekardan (2021)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Konservatisme Akuntansi & Corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kualitas audit & komite audit)
	Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di BEI
	Konservatisme Akuntansi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial & kualitas audit tidak berpengaruh  signifikan terhadap tax avoidance. 

Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

	11
	Mulyani, et al (2018)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Corporate Governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit & kualitas audit)
	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI
	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance.

Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance.


	12
	Sandy dan Lukviarman (2015)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Corporate Governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit & komite audit)
	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
	Dewan komisaris independen, kualitas audit & komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu tax avoidance.

	13
	Rista dan Agung (2016)
	Dependen: Tax Avoidance

Independen: Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan
	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
	Komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.



2.6 Kerangka Konsep
Konservatisme akuntansi adalah prinsip akuntansi yang cenderung mengakui biaya dan kewajiban lebih cepat dibandingkan dengan pengakuan pendapatan. Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan lebih berhati-hati dalam melaporkan keuntungan sehingga dapat mempengaruhi strategi tax avoidance. Semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance secara agresif.
Corporate governance berperan dalam mengawasi manajemen perusahaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa indikator corporate governance seperti kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kepemilikan manajerial menggambarkan besarnya proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti direktur dan manajer. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka semakin tinggi pula keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, maupun hubungan keluarga dengan manajemen, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan bebas dari kepentingan tertentu, komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap  kebijakan dan kinerja manajemen secara objektif. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta bebas dari manipulasi yang dapat merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, corporate governance yang kuat dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang berlebihan.
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini seperti pada gambar sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Konsep
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2.7 Pengembangan Hipotesis
2.7.1 Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), dimana prinsipal mendelegasikan pekerjaan dan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk melakukan jasa atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut FASB Statement of Concept No.2, Konservatisme Akuntansi adalah reaksi hati -hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup di pertimbangkan. Maka dari itu, konservatisme adalah prinsip akuntansi yang mendorong perusahaan untuk mengakui biaya dan kewajiban lebih cepat dibandingkan pendapatan. Perusahaan yang menerapkan konservatisme cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan laba, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan tax avoidance secara agresif.  Dalam hal ini teori agensi menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi mengurangi tax avoidance karena prinsip kehati-hatian yang mendorong pengakuan beban secara lebih awal dan laba yang lebih rendah, sehingga mengurangi insentif manajer (agen) untuk melakukan penghindaran pajak yang berpotensi meningkatkan keuntungan jangka pendek mereka, tetapi beresiko tinggi.
Penelitian yang dilakukan Hartoto (2018), penelitian Puspitasari, et al (2022) dan penelitian Prasasti, et al (2024) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif pada tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.7.2 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance
Menurut Jensen & Meckling (1976), kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer ini diharapkan dapat menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mengurangi konflik keagenan yang umumnya terjadi akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Hal ini disebabkan karena manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemilik yang secara langsung akan merasakan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap nilai perusahaan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh pada tax avoidance, begitu juga dengan hasil penelitian Restiana (2023) dan penelitian Erawadi dan Soekardan (2021) dimana peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.
H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance


2.7.3 Pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance
Komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan yang tidak memiliki afiliasi secara langsung dengan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat berperan secara efektif untuk bisa menemukan secara dini mengenai adanya kecurangan secara efektif untuk bisa menemukan secara dini mengenai adanya kecurangan atas kegiatan perusahaan. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa, untuk mengurangi ketimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik tax avoidance.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), penelitian Mulyani, et al (2018) dan penelitian Rista dan Agung (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance



2.7.4 Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance
Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik.  Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Dalam teori keagenan menjelaskan agency problem tentu diakibatkan adanya asimetri informasi. Agar prinsip tersebut dapat terpenuhi maka komite audit harus bekerja secara optimal. Dengan demikian, adanya komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap tindakan pengukuran atau pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen. 
Dalam pengawasannya, semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan akan pembuatan laporan keuangan perusahaan akan semakin besar dan kegiatan perusahaan terhadap tax avoidance semakin kecil. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rista dan Agung (2016), penelitian Mulyani et al (2018) dan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance





BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pada penelitian ini, definisi operasional variabel penelitian digunakan agar variabel yang diteliti dapat diukur secara jelas, terarah, dan dapat diuji secara empiris. terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel dependen dan variabel independen.
3.1.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Indiantoro dan Supomo, 2016). Menurut Sugiyono, (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Maka dapat disimpulkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Ini adalah variabel yang diukur untuk melihat apakah perubahan pada variabel independen memiliki dampak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tax Avoidance (Y).
Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu hal yang diusahakan oleh perusahaan untuk sebisa mungkin mengurangi pajak yang mereka bayarkan dengan cara dan dalam batas yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam artian tax avoidance adalah strategi manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar atau bebas pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), Tax Avoidance mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengurangi beban pajak eksplisit, baik melalui perencanaan pajak yang sah maupun praktik akuntansi.
Hanlon dan Heinztman (2010) juga menjelaskan, pendekatan Effective Tax Rate ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Indikasi adanya tax avoidance dapat tercermin pada nilai ETR yang rendah, nilai ETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. interpretasinya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif PPh Badan sebesar 22%, dimana jika nilai ETR kurang dari 22% maka semakin tinggi tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Tax avoidance dengan ETR ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut:
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3.1.2 Variabel Independen
Variabel-variabel yang termasuk ke dalam variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau bisa jadi penyebab adanya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Menurut Indriantoro dan Supomo (2016) variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan menurut Sugiyono (2003) variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari variabel dependen. 
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen adalah variabel yang mendorong atau menjadi faktor penyebab munculnya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam variabel independen adalah konservatisme akuntansi dan corporate governance dimana indikatornya yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. 


1. Konservatisme Akuntansi (X1)
Konservatisme akuntansi adalah konsep kehati-hatian dalam akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa aset dan pendapatan tidak tergesa-gesa untuk diakui dan dievaluasi, namun potensi kerugian dan kewajiban segera diakui. Menurut Watts (2003) konservatisme adalah prinsip akuntansi yang mensyaratkan tingkat verifikasi lebih tinggi untuk mengakui laba dibandingkan dengan kerugian. Sedangkan menurut Basu (1997) menjelaskan bahwa konservatisme adalah kecenderungan dalam akuntansi untuk mengakui kerugian lebih cepat dibandingkan dengan keuntungan. Maka dapat disimpulkan bahwa, konservatisme akuntansi merupakan satu prinsip dalam pelaporan keuangan yang bersifat hati-hati, maksudnya yaitu mempercepat pengakuan biaya dan kerugian serta menunda pengakuan pendapatan dan keuntungan sampai benar-benar terealisasi. Dalam penelitian ini,  Konservatisme akuntansi dapat diukur menggunakan model pengukuran conservatism measure (CONACC) yang dikembangkan oleh Givoly dan Hayn (2000) dengan interpretasi jika semakin negatif nilai CONACC yang diperoleh maka menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi, dimana dengan rumus  sebagai berikut:
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2. Kepemilikan Manajerial (X2)
Menurut Pasaribu et al, (2016) mengartikan kepemilikan manajerial sebagai seorang pemilik atau pemegang sahan oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berhak berperan dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena manajer ikut merasakan dampak dari keputusan yang mereka buat. Dapat disimpulkan bahwa                                           kepemilikan manajerial adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen (direksi dan komisaris). Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur berdasarkan penelitian Sabli et al, (2013) dengan rumus:
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3. Komisaris Independen (X3)
Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Halim, 2012). Menurut Fama dan Jensen menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menjadi mekanisme monitoring untuk mengurangi agency cost. Dengan kata lain, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun manajemen. Dalam penelitian ini, untuk mengukur komisaris independen berdasar pada penelitian Siallagan et al, (2006) dapat menggunakan rumus:
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4. Komite Audit ( X4)
Menurut Klein (2002) menyatakan bahwa keberadaan komite audit independen dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik komite audit yang berbeda. Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan good corporate governance karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam good corporate governance. Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku tax avoidance perusahaan. Penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al, 2010).
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari, sementara sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan dan menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut para ahli, Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2017) ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. 
Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan Sugiyono (2017) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:
A. Ukuran sampel yang layak dapat penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500
B. Jika sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30
C. Jika dalam penelitian akan dilakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya terdapat 4 variabel penelitian (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel yaitu 10 x 4 =40.


3.2.1 Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 sejumlah 84 perusahaan. Tetapi tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.
3.2.2 Sampel Penelitian
Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel purposive sampling. Teknik sampel tersebut dipilih karena tidak semua sampel memenuhi kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan. Oleh karena itu, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 
Adapun kriteria yang digunakan adalah: 
1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun penelitian 2020-2024.
2. Perusahaan yang memperoleh laba selama tahun penelitian 2020-2024.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara beturut-turut selama tahun 2020-2024.
4. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait penelitian dalam periode 2020-2024.
Sampel yang sesuai dengan kriteria purposive sampling dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan sektor pertambangan. Rincian hasil penyeleksian sampel dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Tabel Penyeleksian Sampel
	No
	Keterangan
	Jumlah

	1
	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2024
	84

	2
	Perusahaan pertambangan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama tahun 2020-2024
	(19)

	3
	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2020-2024
	(2)

	4
	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama tahun 2020-2024
	(19)

	Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria
	44

	Jumlah data sampel penelitian (5 tahun x 44 perusahaan)
	220



3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan neraca berserta annual report yang dipublikasikan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder atau data tidak langsung. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data terdiri dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang diperoleh dari IDX (Indonesian Stock Exchange) melalui website www.idx.co.id.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode:
1. Metode Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan studi pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka sendiri seperti majalah, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi Lapangan
Metode Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 yang termuat dalam IDX.

3.5 Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menggunakan model regresi linier berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur nilai Y dan seberapa besar pengaruh konservatisme akuntansi dan corporate governance dengan indikatornya kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan software SPSS for windows.
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam penelitian sebagai gambaran umum mengenai variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan ringkasan data serta penyajian yang disajikan dengan nilai rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.
3.5.2 Uji Asumsi klasik
Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah regresi bisa dilakukan atau tidak. Data penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu:
· Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal ini disebabkan oleh uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan uji kolgomorov-smirnov, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
· Jika nilai probabilitas (kolgomorov-smirnov) lebih dari taraf signifikansi 5 persen  (0,05), maka distribusi data dikatakan normal
· Jika nilai probabilitas (kolgomorov-smirnov) kurang dari taraf signifikansi 5 persen (0,05). Maka distribusi data dikatakan tidak normal
· Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan regresi berganda yang baik adalah yang tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factors (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cut off yang umum adalah:
· Jika nilai tolerance lebih dari 10 persen dan nilai VIF kurang dari 10 persen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independent dalam suatu model regresi.
· Jika nilai tolerance kurang dari 10 persen dan nilai VIF > lebih dari 10 persen, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam suatu model regresi.
· Uji Heteroskadastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak (Ghozali, 2016). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas yaitu melihat hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis sebagai berikut:
· Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
· Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
· Uji Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test), dimana dalam pengambilan keputusan melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada table Durbin Watson. Nilai Durbin Watson (DW) harus dihitung terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk berbagai nilai n (jumlah sampel) dan k (jumlah variabel bebas) yang ada di dalam tabel Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:
· Jika DW kurang dari dL atau DW lebih dari 4-dL, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi
· Jika dL kurang dari DW kurang dari 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi
· Jika dL kurang dari DW kurang dari 4-dU kurang dari DW kurang dari 4-dL, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keputusan /kesimpulan yang pasti

3.5.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan nilai F statistik. Uji F adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat bagaimana seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dapat mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Pengujian digunakan untuk mengidentifikasi model yang telah dibentuk apakah layak atau tidak. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5 persen dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:
· Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka Hₒ diterima dan Hₐ ditolak.
· Jika nilai probabilitas kurang dari 0.05, maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima.
3.5.4 Uji t (Parsial)
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t bertujuan menilai pengaruh independen (X) secara parsial (masing-masing) terhadap variabel dependen (Y). Tingkat yang signifikan pada penelitian ini adalah level 0,05 (α=5%) variabel independen (X) dikatakan berpengaruh secara parsial atau tidak berpengaruh secara parsial atau tidak terhadap variabel dependen (Y) dengan kriterianya sebagai berikut:
· jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka Hₒ diterima dan Hₐ ditolak atau hipotesisnya ditolak, ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
· Jika nilai signifikan kurang 0,05 maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima atau hipotesisnya diterima, ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisiensi determinasi (R²) digunakan untuk mengukur ketidaksesuaian dari persamaan regresi yakni memberikan proporsi atau presentase total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel  independen. Koefisiensi determinasi ini mengukur ketelitian dari model regresi yakni presentase kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan nilai koefisiensi determinasi antara variabel 0 sampai 1 (0 ≤ R²≤ 1), kecocokan model dikatakan lebih baik jika R² mendekati 1 yang berarti semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepastian yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk (R²). R² =1 berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, sebaliknya jika R²=0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.


3.5.6 Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari konservatisme akuntansi dan corporate governance dengan indikatornya yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS. 
Menurut Sugiyono (2003) menjelaskan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kuasal antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, sehingga peneliti dapat mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen baik secara parsial maupun simultan. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, Ghozali (2021), regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami perubahan.
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